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ABSTRACT

In recent years, human rights has become a sensitive issue. The commamity is
prosecution several humean right violences, both part or presemtly, to resolve trough law
enforcement which necessarily to be paid more attention.

Several cases, indeed, hove started to be processed, when they had proposed on siate
prosecutor. But, duo to the insufficient human rights law instruments, there is no clear

resalution an the cases yet.
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Peadahuluan

Salah satu identitas dari sunato
negara hukum adalah : adanya jaminan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia, yang mesti dihormati dan
dijunjung tinggi oleh penyelenggara
negara beserta segenap warga negaranya.
Karena pada dasarnya hak-hak it adalah
anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan akan
senantiasa melekat, tak terpisahkan dari
kehidupan dan keberadann umat manusia
sendiri.

Perjuangan secara terpadu
dimulai di Inggris dengan dituliskannya
formulasi hak-hak asasi manusia dalam
tiga buah naskah vang kemudian dikenal
sebagai : Marga Charta (1215), Hobeas
Corpus Act (167%) dan Bill of Rights
{1689). Kemudian berturut-turut di
Amerika dengan Virginia Bill of Rights
{1776), Declaration of Independent
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(1776).

Di Perancis dengan : Declaration
Dies Diroit de home et du Citoyen (1989),
The Four Freedoms dari Franklin D.
Rosevelt di Amerika Serikat (1941), dan
kemudian muncul The Universal
Dreclaration of Homan Rights vang telah
diterima secara aklamasi oleh Majelis
U'mum Perserikatan Bangsa-bangsa 10
Desember 1948, Resolusi 217 A (I1I).

Deklarasi tentang hak-hak asasi
manusia ite muncul kemuodian disusul
dengan kehadiran Internmasional
Convenant on Economic, Social and
Cultural on Civil and Political Rights, dan
Optional Protocal to the International
Convenant du Civil and Political Rights.
Kesemuanya telah diterima sidang wmum
PBB dalam Resolusi 2200 A (XX)
tanggal 16 Desember 1966 vyang
dinyatakan mulai berlaku 31 Desember
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1972,

Konsepsi Hak Asasi Manusia

Istilah hak-hak asasi manusia
merupakan terjemahan dari istilah “droit
de I'homme™ dalam bahasa Perancis yang
berarti “hak manusia™ atau dalam bahasa
Inggrisnya “fuman rights" yang dalam
bahasa Belanda disebut “Afenselifke
Rechten”. Di Indonesia umumnya
dipergunakan istilah *“hak-hak asasi”
yvang merupakan terjemahan dar “basic
righis” dalam bahasa Inggrisnva dan
“groundrecten” dalam bahasa Belanda
(Ramdlon, 1'983).

Sebagian orang menyebutkannya
dengan istilah hak-hak fundamental
sebagai terjemahan dari “fundamental
righis™  dalam  bahasa Inggris dan
“fundamenrele recten™ dalam bahasa
Belanda, Di Amerika Serikat disamping
dipergunakan istilah “human rights'
dipakai istilah “civil rights”. Pengertian
hak-hak manusia yang merupakan alih
bahasa dari istilah “droits de Phomme™
vang rangkaian lengkapnya berbunyi :
Declaration des droits de I'homme et du
citoyen (pernyataan hak-hak manusia dan
warga negara Perancis) wang
diplokamirkan pada tahun 1789, sebapm
pencerminan keberhasilan revolusi warga
negaranya yang bebas dari kekangan
kekuasaan penguasa tunggal negara
tersebut. Di Indonesia sering
dipergunakan istilah *“hak dasar
manusia”,
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Konsep hak-hak asasi manusia
bukan hanya tercantum dalam pernyataan
hak-hak asasi manusia sedunia atau
deklarasi-deklarasi melainkan juga yang
seringkali ditvangkan dalam sejumlah
konvensi, konstitusi, perundang-
undangan, teori serta hasil-hasil
pemikiran yang sempat hadir abad ini
(Mulyana, 1981).

Gagasan hak-hak asasi sepeni
yang tertera pada konvensi Eropa tentang
hak-hak asasi manusia, misalnya
terutama diarahkan pada upaya
penegakan hak-hak politk dan hak-hak
tradisional warga negara. Padahal di
samping konsepsi hak-hak tersebut,
seperti dikatakan Richard H. Nelman
(“Human Rigths toward International
Action, 1979") yvang menckankan pada
proses-proses politik, terdapat konsepsi
lain wyang dinamakan “kebutuhan-
kebutohan dasar” (human needs).

Hak Asasi Manusia (selanjutnya
disingkat HAM) adalah “seperangkat hak
yvang melihat pada hakekat dan
keberadaan manusia, sebagar makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Mya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap
orang, demi kehormatan secrta
perlindungan harkat dan martabat
manusia™,

Pemahaman akan hak-hak asasi
manusia dimaksudkan adalah hak-hak
yang dimiliki manusia bukan karena
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erikan kepadanya oleh masyarakat.
i bukan berdasarkan hukum positif
ig berlaku, melainkan berdasarkan
rabatnya sebagai manusia (Bambang,
11). Dani definisi tersebut di atas, maka
1t HAM adalah universal yang berarti
i semua manusia di dunia ini sebagai
khluk ciptaan Tuhan, tanpa
nbedakan tempat, jenis kelamin,
U, ras, etnik maupun agama (Lies
ondo, 2002).

Sejumlah pakar berpendapat
wva arti universal harus dipahami
wgai “hak asasi” yang pelaksanaannya
tih bergantung pada pengaruh
kungannya dimana seseorang itu
ada, beragama, maupun adat
adatnya. Paham inilah vang
nbedakan dengan paham barat yang
panggap universal sebagai absolute.

Sejak deklarasi PBB 10
ember 1948 hingga tahun 1993,
alui konvensi internasional di Viena
tria, paham barat tadi sudah mulai
eser bahkan ditegaskan “universal™
5 dipahami sebagai sesuatu yang
embang melalui proses lingkungan
ana manusia itu berada yang

ngaruhi oleh adat, agama dan lain-

lakunya Konvensi Bagi Suatu
ara

Berlakunya konvensi bagi suaim
wra tidak secars otomatis. Indonesia
inya secara mocal kita terikat kepada
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materi konvenan tersebut, tetapi secara
hukum Indonesia belum terikat oleh suatu
konvenan. Ia baru mengingat Indonesia
kalau RI meratifikasinya dengan
Undang-undang, Artinya pemerintah RI
persetujuan DPR.

Oleh karena tidak tepat bila
ratifikasi hanya diartikan sebagai
“pengakuan” dari negara Rl atas sebuah
konvenan internasional. Hal ini pernah
dilakukan depertemen luar negeri yang
meratifikasi konvensi internasional
hanya sebuah keputusan presiden
{Keppres), seperti konvensi internasional
tentang anak (Keppres 39/19%90
tertanggal 25 Agustus 1990%., kemudian
juga ILO Convention No. 87 concerning
freedom of association and protectionon
the rights 10 organize (Keppres No. £3
tertanggal 5 Juni 1998).

Berikut sejumlah 9 konvensi
internasional, HAM wang telah
diratifikasi oleh Indonesia ;

1. Konvensi Jenewa tanggal ]2
Agustus 1949 (empat konvensi
pokok tentang hukum perang /
humaniter), ULl No. 59 f 1958,
tangal 4 Juli 1958.

2, Konvensi tentang hak politik
kaum wanita — convention on the
palitical rights of wonem, UL
Mo, 68 / 1958 tanggal 17 Juli
1958,

3. Konvensi tentang penghapusan
segala bentuk diskriminasi
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terhadap wanita — convention of
the elimination of all fioms of
discrimination againts women,
UL No. 7/ 1984 tanggal 24 Juli
19384,

Konvensi hak anak — convention
of the rights of child, Keppres
No. 36/ 1990 tanggal 25 Agustus
1990.

Konvensi pelanggaran,
pengembangan, poduksi dan
pemyimpanan senjata biologis
dan beracun serta
pemusnahannya — convensi on
the prohibitio of the developent,
production, and stokfiling of
bacterologikal (biological and
toxin weaopon and on theior
destrructuion, Keppres Mo,
58/1921 tanggal 18 Desemnber
1991},

Konvensi internasional terhadap
anti apartheid dan olahraga
internasional — convention
againts apartheid in sport, ULS
MNo. 48/1993, tanggal 22 Mei
1993,

Konvensi organisasi buruh
internasional No. 87/1998
tentang kebebasan berserikat dan
perlindungan hak untuk
berorganisasi — [LO conveniion
Mo. 87 concerning freedom of
association and protection on the
rights to organize, Keppres MNo.
83/1998 tanggal 5 Juni 1998,

8. Konvensi tentang penyiksaan
dan perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam,
tidak manusiawi atau
merendahkan martabat manusia
— convention againts torture and
other inhuman or degrading
treatment of punishment, UL MNa.
51998, 23 September 1998,

9. Konvensi internasional tentang
penghapusan semua bentuk
diskriminasi rasial -
internasional convention on the
elimination of all forms of rac ial
discrimination, LT No. 209/19949,
tanggal 25 Mei 1999,

HAM di Indonesia

Meski suatu negara belum
meratifikasi suatu konvensi internasional
namun secara moral telah mengikat
Tetapi dalam implementasinya masih
perlu dikaji dahulu dengan budaya
masyarkaat setempat, karena tidak
mudah memperlakukan secara universal
tanpa memperhatikan “prinsip
keseimbangan™ dalam perlindungan dan
penegakan HAM. Hal senada
disampaikan Prof. Muladi, bahwa hukum
positif Indonesia masih perluo
memperhatikan elemen *“internasional
trends” dalam bidang HAM, sepanjang
masih relevan dengan relativisme cultural
bangsa Indonesia. Artinya perlu berhati-
hati dalam mengimplementasikan
instrumen-instrumen internasional dalam
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n nasional, karena masih asdanya
dsme kultural bangsa yang kuat.

Tidak adanya jaminan
mnaan ratifikasi konvensi-kKonvensi
asional bagi Indonesia tentunya

rawan terjadinyva pelanggaran
. Konwvensi internasional juga dapat
di hukum pesitf bagi Indonesia
1i adopsi, yakni bila beberapa pasal
nsi scbuah konwvensi internasional
tumkan ke dalam peraturan
lang-undangan Indonesia, meski
nsi tersebut belum diratifikasi.

Konvensi juga dapat menjadi
1 positif apabila telah diterima
1 customary international Taw,
a hal-hal vang telah berlaku secara
asional dimana negara-nepgara di
ini telah mengakui scbagai hukum
isional dan sebagian besar dari
Fnegara dunia telah menganutnya,

hukum tersebut sudah dapat
kan =sebagai hukum kebinsasn
asional.

Sesunggubnya seluruh materi
liatur dalam UL Mo, 39 tahun 1999
g HAM, sclain bersumber pada
nsi-konvensi  inmternasional yang
diratifikasi bersumber pula dari
ensi-konvensi wvang belum
ikasi.

Dalam UL Mo, 39 tahun 1999
g HAM terscbut pelangearan HAM
nisikan setagai setiap perbuatan
elalaian seseorang atan kelompok
Ha termasuk aparat negara yang
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melakukan diskriminasi atau pembatasan
dan penyiksaan, termasuk penghilangan
secan a paksa nyawa seseorang, kelompok
masyarkaat, negara dan aparal negara
secara tidak sah atau secara melawan
hukum mengurangi, membatasi,
menghalangi, mencabut hak asasi dan
atan menghilangkan seseorang atan
kelompok orang wvang dijaminkan oleh
Undang-undang.

ULl Mo. 39 tahun 1999 tentang
HAM mengatur 10 hak yvaitu hak hidup,
hak berkeluarga dan melanjutkan
keturunan, hak mengembanghkan dir, hal
memperoleh keadilan, hak atas
kebebasan pribadi, hak atas rasa aman,
hak atas kesejahteraan, hak turut serta
dalam pemerintahan, hak wanita dan hak
anak. UL MNo. 39 tahun 1999 tentang
HAM juga memuat ketentuan tentang
kewajiban dasar manusia, kewajiban dan
tanggung jawab pemerintah, pembatasan
dan pelanggaran, komisi nasional HAM,
partisipasi masyarakat dan juga
pengadilan HAM.

Kedudukan Pengadilan HAM

Dalam UL No. 39 tahun 1999
tentang HAM dicantumkan bahwa untuk
sbuah pengadilan HAM berkedudukan di
lingkungan peradilan wmum yaitu dalam
mstansi pengadilan negen, disamping
pengadilan niaga dan pengadilan anal.
Rasio dan penempatan semacam itu
karena anggapan bahwa lingkup
jangkauan kewenangan mengenai
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pelanggaran HAM wyang berat yang
dilakukan oleh setiap orang tanpa
membedakan sipil, militer, atas dasar
agama, enis dan yang lain.

Dleh karena itu agar janpgan
sampai mengganggu adanya ketentuan 4
lingkangan peradilan dalam UU No,
14/1970 sebagaimana diubah dalam UU
No. 35/1999 tentang pokok-pokok
kekuasaan kehakiman, maka ditegaskan
pengadilan HAM bukan sebagai
peradilan tersendiri.

Kewenangan Pengadilan HAM

Lingkup kewenangan pengadilan
HAM adalah untuk menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara berupa pelanggaran
HAM wvang berai.

Adapun yang dimaksud sebagai
perkara pelanggaran HAM yang berat
adalah sebagaimana wang telah diatur
dalam penjelasan pasal 104 {1) UL Ne.
39/1999, yaitu pembunuhan massal
(genocide), pembunuhan sewenang-
wenang atau di luar putusan pengadilan
(arbitrarvy /[ extra judicial killing),
penyiksaan, penghilangan orang secara
paksa, perbudakan, diskriminasi yang
dilakukar. secara sistematis (systematic
discrimmination}.

Hukum Acara yang Diberlakulan
Hukum acara yang diberlakukan

dalam pengadilan HAM ini pada

prinsipnya adalah KUHAP, kecuali

o2

mengenai hal-hal tertentu yang diatur
secara khusus dalam UU seperti halnya:

Sebagai satu-satunya penyelidik
adalah Komnas HAM dan susunan
penyelidik mengikutsertakan unsur-
unsur dari luar Komnas HAM. TIM akan
bubar setelah tugas penvelidikan sclesm
dilakukan,

Penyidik adalah Jaksa Agung

Susunan tim penyidik disamping
unsur-unsur para jaksa ditambuh dengan
unsur-unsur lain seperti misalnya
kepolisian, L5M dan lain-lain.

Penuntut kejaksaan agung,
susunan majelis hakim terdin dan 5 orang
dengan ketentuan bahwa 2 orang
diantaranya adalah hakim kaner dan
gsisanya 3 orang terdin dan unsur-unsur
non karier. Sebagai ketua majelis
diusulkan dari unsur non karier, baik
penyidik, penyelidik, penuntut maupun
hakim dari non karier harus memahami
masalah HAM.

Lamanya penahanan, dapat
diterapkan asas retroaktif dalam kasus-
kasus pelanggaran HAM yang berat dan
asas non ne bis in idem, bila ada anggapan
dari masyarakat internasional melalui
PBEE bahwa proses peradilan yang
diselenggarakan di Indonesia tidak
kredibel, memihak dan tidak adil atau
dianggap scbagai suatu rekayasa untuk
melindungi kelompok tertentu.

Menggunakan standar
internasional mengenai hukum material
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dari ketentuan-ketentuan konvensi
internasional maupun Statuta Roma yang
digunakan sebagai dasar
proyelenggaraan internasional criminal
court yang akan berlaku tahun 2001 yang
dalam perkembangannya telah diakui
oleh dunia sebagai Customary
International Law (hukum kebiasaan
internasional).
Asas-asas internasional yang
diberlakukan yaim :
= Asgas legalitas (non retroaktif)
Artinya suatu pelanggaran HAM yang
berat yang dilakukan sebelum
berlakunya undang-undang yang
mengaturmya, tidak dapat diperiksa,
diadili berdasarkan wundang-undang
untuk itu (nulla poena sine lege).
- Asasnebisin idem
Asas tanggung jawab individu, artinya
pertanggungjawaban terhadap
pelanggaran HAM wang berat tidak
dapat dibebankan pada suatu institusi
atan negara yang, diatur dalam pasal 25
Statuta Roma.
Yang dapat dipertanggungjawabkan
kepada seorang komandan terhadap
perbuatan bawahannya, bila ada
hubungan berdasarkan kewenangan
dan pengawasan bawahannya itu.
Termasuk di dalammnya jika komandan
(dalam militer) mengetahui tetapi tidak
melakukan s=suatu pencegahan
terhadap bawahannya vang melakukan
tindak pidana atau komandan tidak
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memperhatikan laporan / informasi
dari bawahan atas sesuatu kejadian.
Mamun bilamana ia mengetahui dan
telah berupaya melakukan
pencegahan, tetapi tidak berhasil
mengatasi sesuaiu kejadian yang
menimbulkan pelanggaran HAM yang
berat, maka kepadanya tidak dapat
diminta tanggung jawab selaku
komandan.

Tujuan Pengadilan HAM

Pembentukan pengadilan HAM
di Indonesia mendapat pujian dunia
internasional maupun PBB sendiri.
Karena kenyataan negara-négara lain
belum memiliki pengadilan HAM
dimaksud. Agar kedaulatan negara RI
tidak mendapat campur tangan pihak luar
ataupun pihal. PBB, maka dengan
menyadari adanya tantangan yang antara
lain : mengharuskan berstandar
internasional dan dapat membuktikan
kepada dunia bahwa penyelenggaraan
pengadilan HAM tersebut bukan
merupakan suatu rekayasa ataupun
memihak. Maka tidaka da alasan bagi
PBE ataupun dunia internasional
menyeret pelaku ke dalam internasional
tribunal (International Criminal Court)
atas dasar Statuta Roma yang
diberlakukan pada tahun 2001 setelah 60
negara menandatangani.
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Kesimpulan

Dengan semangat ingin

menegakkan hak asasi manusia di
Indonesia maka perlu upaya-upaya agar -

Naning

Semua penegak hukum
memahami masalah-masalah
hak asasi manusia, perlu
pendidikan atau pelatthan yvang
intensif terutama HAM dalam
standar intermasional.,
Memasukkan materi hak asasi
manusia ke alam kurikulum di
tingkat pendidikan dasar sampai
pendidikan tinggi.

Memberi penyuluhan-
penyuluhan kepada masyarakat
luas.
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